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Mengingat

g

KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan
Daerah perlu dilakukan pergeseran anggaran antar rincian
obyek, antar kegiatan dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran sebagaimana huruf a
dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan
Kepala Daerah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bungo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4206);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang.......... 2



10.

11.

12,

13.

2.

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada
Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air

Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1399);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor(1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12):
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Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2021 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2022 Nomor 11 );

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo
(Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 45),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten
Bungo Tahun 2015 Nomor 23);

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BUNGO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 32 Tahun 2021
tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 32), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022, diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp 1.224.168.633.156 (satu trilyun dua ratus dua puluh empat milyar
seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus
lima puluh enam rupiah ), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal,;

c. belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer
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2. Ketentua}n Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
direncanakan sebesar Rp905.660.780.287 (sembilan ratus lima milyar
enam ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus
delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp526.765.251.387 (lima ratus dua puluh enam
milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu
tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp346.047.582.471 (tiga ratuh empat puluh enam
milyar empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat
ratus tujuh puluh satu rupiah);

(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp32.847.946.429 (tiga puluh dua milyar delapan ratus empat
puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua
puluh Sembilan rupiah);

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
¢ direncanakan sebesar Rp29.880.494.887 (dua puluh Sembilan milyar
delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus Sembilan puluh
empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 13

(1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri
dari:

a. Lampiranl : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,

b. LampiranIl : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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S. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 32p Mei 2022

BUPATI BUNGO, /ﬂ

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2% Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

—

MURSIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 7
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